
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAIV TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR * TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAIY BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.O7 l2A2O Tahun 2O2O tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2A2O dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID- 19) danl atau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 32 Tahun Tahun 2019 Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2O;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Ta}:un 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun L997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAO Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



-2-

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terrtang trenyelengaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nefotisme (iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Lrdonesia lrlomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2W tentangPerbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 5,

Tambahan kmbaran Negara Republik krdorresia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan d.an Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 66, Tambhan
kmbaran Negara Republik krdonesia Nomor W[

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l04,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

g. Und.ang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(If,mbaran Negara Republik krdonesia Tahln 2W Nomor 126, Tambahan

Irmbaran Negara Republik hrdonesja Nomor aa38l;

10. undang-undang Nomor 15 Tahun 2ao6 tentang Badan
Pemeritsa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  65a\

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir
dengan Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnhhan Ifmbaran Nqara
Republik L:rdonesia Nomor Wg);

l2.Perat:uran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(kmbaran Negara Republik krdonesiaTahun 2000 Nomor 21O, Tambahan
lembaran Negara Republik Lrdonesia Nomor a028l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2AA7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pernerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
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(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo7Nomor4T,
Tambahan l;emfiran Negara Republik krdonesia Nomor 4712\;

14.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik InJonesia Tahun 2oo5 Nomor 48, Tambahan

kmbaran Nesra Republik krdonesia Nomor 4fi2) sebagairnana telah

diubah dengan Feraturan Femerintah Nomor 74 Tahun 2ol2 tentartg

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan IGuangan Badan l-ayxwnUmum (Lembaran ltgr*
Republfr Indonesia Tlrhun nOn Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

ls.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor L37, tamuarran kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

a575);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

PenlrusunandanPenerapanStand.arPelayananMinimal
trmuaran Negara Republik krdonesiaTahun 2005 Nomor 15O, Tarnbahan

Negara Republik Irrdonesia Nomor a585) ;

l7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ZbOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2a1o tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang sistem Informasi Keuangan (Lemba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O, Tiambatran Lembaran Negara

Republik krdorresia Nomor 5 1 55);

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembafat]l Negara

nepuUl-ik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Reprrblik krdonesia Nornor 4616\;

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2a1o tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5165);

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun zOLl tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

2l.Perat.uran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



- 4-

22.perat.uran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/ Daera! (Lembaran Negara

nepirUtit< Indonesia=Tahun ZOI+ Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2S.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2aL7 tentang Hak

KeuangandanAdministratifPimpinandanAnggotaDewan
PerwakilanRakyatDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oL7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

24.peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rep-ubiik

IndJnesia Tahun ZOtg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

2s.Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2a2O tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
penanganan Pandemi corona virus Disease 2019 (COVID-1g),

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 91;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa t<*i ;iuuah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2ol1 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
ped.oman Pengelolaan Keuan[an Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A11Nomor 310);

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang

Penerapan stand.ar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor V25J;

2S.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A36\, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Tahun 2A15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 157);

2g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7|;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A19 Nomor 655);

3l.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3S/PMK.OT I2O2O tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2Al9 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 377);
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32'Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1g Tahun2008 tentang pokok-ptkok pengerolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Seratan Tahun 2oogNomor 18);
33'Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun2al6 tentang pembentukan dan susunan perangkat DaerahKabupaten Barito se_latan (Lembaran Daerah Kabupaten BaritoSelatan Tahun 2ot6 Nomor s, Tambahan rembaran DaerahKabupaten Barito Selatan Nomor 2);
34'Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 6 Tahun

.2a17 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan ar,Anggota Dewan perwakilan Ra\yat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Barito selatan Tahun zCIlr Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 6);
35'Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun

2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2o2o {Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 4);

36'Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2AW tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2o2o (Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun
2Ol9 Nomor 35);

MEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2OI9 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2o2a (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal t huruf b angka 2 huruf a), huruf b) dan
huruf c) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O2A dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 63.640.256.337,80
2. Dana Perimbangan Rp. 688.511.218.248,W

3. Iain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Rp. 189.004.546.LM,97
Jurnlah Fendapatarr Rp. 911.156.(}20.6*rTI
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Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai
b) Belanja Bunga
c) Belanja Subsidi
d) Belanja Hibah
e) Belanja Bantuan Sosial
f) Belanja Bagi Hasil kePa-da

Provinsi/Kab. Kota dan
Pemerintah Desa

g) Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/ Desa dan
Partai Politik

h) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak langsung

2. Belanja Langsung
a) Beianja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
Jumlah Belanja tangsung

Jumlah Belanll

Surphts/Wfr&

Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran PembiaYaan
Jumlah Pembiagoan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan

Rp. 423.4U3.ffiA57,7L
Rp. 1.247.640.986,18
Rp. 1.285.000.000,00

Rp. 19.00O.0OO.0OO,0O

Rp. 23.M9.673.725,N

Rp. 2.720.216.695,93

Rp. 143.818.511.724,W

Rp. 13.851.976.061,00

Rp. 628.3%.655.650,62

Rp. 42.7O3.25O.4U,34

Rp. L71.998.1%.479,U
Rp. 249.877.526"733,32

Rp. 4&.578973.615,50

Rp. 1.Ogr2 .975'.629..?ffi ,Lz

ry. 951.879.@8.575,35)

Rp. 17 6.77 2.428.298,96
Rp. 24.952.819 .723,6L
Rp. 757.A58.831.733,35

O,OO

c.

Rp.

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran I dan
Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran IIa
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pasel [I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan

Agar setiap orang mgngetahullfa' merrrenntahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan pr#ilp"*"ya dalam-Bertt'a Daerah

Kabupaten Barito Selatan'

Di.undangkan di tsuntok
pada taregga-l 2? APril 2O2O

SEKRBTSRIS DAERATT

BERITA DAERAH KABUPATEF BARTTO SELATAN TH'HUX{ 2O2O NOMOR 8

r - ----l
STi(RETARIS i

DitetaPkan di Buntok
m*t.*ss"l 2? APril2O2O

rEffi BARNTO SEI,ATAXS'

{,;,e/
,u L-*[ s*\/

*h#)n
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Lampiran I : Perubahaa Atas Peraturan Bupati Slornor 32 Tahun 2019
?errtang PenJabaran AYBD ZWA
l[omor :8Tahua2O2O
Tanggal t 22APtil2O2O

PEMERIIITAH KABI'PATEN BSRII1O SELATAIS

RTI{GKASAI{ PEIIJABARATI APBD
TAI{IIfr 2O2O

P
Ylil-
}Y.E|'a -.:

'a;
. ., I n'\i!l

i

IIRAIAIT

JUMLAII PtsRSE!{TA.sE

RSI(t![IfiG
MURXI ?O2O

AStI!ilSI PEiYIESUAIAIi
2020

SELISIxI PE}rTESUAIAJT
2*20 {%)

I ETEI,DAPB]iI{ 1.154.?8-rs3.$583S 9{1-156,043.690,T? {xs*-s4?.16a-r??,4tt i13!e5t

1,1 PEJ DAFITAIf ASI,I DAERAII 99."78.S93.*O8,3X 53,640.?56,30"30 {.so.13?,'887,!"O'g1) {B2":.4}

1.1 Hasil Paiak Daemh 21.8(r3.107.795,31 9,89s.O00.000,00 ( 1 1.968.107.79 5,3 1i (54,74)

1_2 Hrsil Retribusi Daerah 5.339-059. 164,00 3'!1t1tal,9
8.957.726.131.00

{1.6?9.713-359,00} !11?
t"Iasil Pengelolm liekayaan llaerah !'zmg
Dipiuhkm

a.s37.726.137.O{

1.4 I-ain-lain Peldapatan Asli Daeral: ymg Sah s7.6 18"200"318.00 41.O7S.184.401,80 {16.540-015.S 16,20) 128"71)

r.2 DANA RBRIUEARGAfi ao t.54a"33Il.oOO,OO 688.511,218,2+E O0 1113.18?.118.752,@l 114,r.13

1.2.1 Dma Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Ex].ilr
Pajak

50.582.125.OO0,OO 43.560.065.244,00 17 _o22.O59.7s2,OO) {13,881

2 .',) DmaAiokasi Umrm 398.743-36q.9O0,t)0 s27.224.632:1fi0.00 {7r,518.737.0O0,0O) {1 L,94)

2-3 D"aru Alokasi I{husus 85.517.tr4.O00,OO s1_24s,S99.OGO.OO 134.271.565_OOO,OO) (4q,oa)

2.4 Dma Alokasi Khusus Non Pisik 66.805-274,000,o0 66.480.522.OOO,O0 {324.752-0OO,00) to,4e|

1"3 LNfl-LANT PE DAPATAIY DAERAII YAXC AAII tga.276-?57,459,92 189-OOc1,546.10j[,97 19.272.2r:"eH"951 {4,68}

i.t Penda*atm Hibah 28.997.023.O00,00 28.497.023.000,00 {5OO.O0O-OO0,O0l lt,72l

Dma Bagi ttasil Pajak dtri Provinsi d21
Peflerintah Daerah lainnla

31.O78.O99.O12,92 29.933.927 .1i?,77 {4.082.171 -885,1s) (12,OO)

1.3.4 Dana Penvesuaie dil Otonomi Khuslts 1 33.523.20s.OOO,OO 126_574.912.OOO,00 t6.9+8.293.0UO,OO) 15,2O)

r.3.5 Bmtilm Keuangm dryi Pmvins'i aian
PFmPrirrfali Deereh liifr nvs

0,o0

1.3.6 Penilapatan Lainn-Ya 1 738.430.417,00 3.996-683.q47,20 2.258.253.530,20 L29,94

SSL'XJA 1.1"!"a5a36.t.ir$9,82 1.81L*7AS49366,19 {8i,aa3.?45.a?rL"* {7.lel

2"\ AEI,A,!*.,A TIDAI( tAilSt'ilG 623"AOA.52a.939,42 62A.A96.6ss.65'0,62 +,sa8,125.710,8O o,14

2.1.t B€lmia Pegawai 441 99rj.262 457 'i1 42.3.1O3 636.437.71 t18-s86-626,O00,00) 14,211

212 Belmja Bunga 1.2.+7_640.986,14 1.24?.64O.98{r, I8

2-1-3
; ",- -"-

tselania Subsidi 1,2A5.@0-OOO,00 1_las.o00-ooo,00

Belaria Hibsh 19.S{lO,OOO.S00,O0 19.000.0o0,1)00,oo

_ e21:'?

{6,04}

11s
2_1.6

2 .1 .7

Beianja Bmtum Sosial

e;drj" e"ei H""il k t "a" 
.'

tlrovinsi/Kabupaten/ Kota dal Pe merintah

!:9r _
Bdltuja Bantutu x""*.g* k*pJ" 

-'--P.o?insilKatlupatenlKota, Pemerintah;m
Desa dan Partai Polidk

2500,oo0-ooo,00

2 -72A.216 -693,93

i 53.06s.408.800,00

- 23!g j11I3119

2,7 20.216,695,93

1+3.818.51 1.724,80

?o:56e.671!?5,o:

{9.246.897.075,20)

?.1.8 Bflania Tidak Terduga ?.ooo.s00.600,0'0 1 3,85 r.S76-05 1,00 11_851.975-061.00 592,50

BEIAilJA TA:!IGA{'NG +55,O49.A35,4@,'OC 454.5?4.vt3,515,50 t9or1?o,s53"2$4"60' (16,80;

Belalia Ppami rI4_C56.497"402,34 +2.?03.250.40?,34 [1.353.?47.0OO,00) t3,o7l

?22 Belilia Ba.ranq dm Jasa 2 15,365.758.i99,34 998" 196.479,84 (+3.367.562.1 19,501 (2o,14)

Bdmja Modal 2q5.627.579.848.32 249.W7.526.733,32 {45.750.O53.1r5,001 115,481

suRPLUa / lDEflsr") .a5-155.1S1"!)2.1,59 - 151.a19.@8.5?5,35 {66.ffi.436.653,"5} aa&9

3 PEXAITYIIN,T DATRAII

3-i PEITERIHAili P&laBUIYlrAtr DAEIIiTII 118.,O6C-SO1.6i[5,8O t?5"?8,!l{l&.39a,96 58.7O0;425.65336 ,S9"?3

3.1-1 Sis Lebil1 Pe.hitllngan Arlggmu 'Iallurl
Ancfaran Sebelmnra

79.960.981.O39,OO 52.O.12.820.825,00 (27.908.160.2 14,00, (34,eo)

3.1.4 PenerEBam Pinjaman Daemll 38- 102-O20-606,20 124 719.6{J7.473.96 86-617-5a6-467,76 227,33

9,2 P*TG&LU$RAII PEIIBIAYSS]I DAIR*B 3e.9O7.419"?23,61 3!r,952.419,723.,6r {""9E5"OOO"CDO,OO {"4,171

" :-';
Pell]'e1tm Modal {lnvestaBi) Pemerintah 7.9ss.oo0-o00,o0 o,oo {7.95s.OOO.OOO,0Ol (1O{},0o)

Pr.mbaS.rar Pokok Utzmg 24.r)52.&79.723,6 24.952.A79.723,6

PEIilBIAYAAH !rE'TTO 85.1s5-la1,921,59 1s1.419.@4.s75,3s 6.664-4r.6.6'E,3.,75 14,29

SHAi. LEEIU P[EBlrrlAIl ilC(UlRAt Trr.EIrI
eEsl{riltAA!

'14"1 
o,oo t$s(B p,ool

s\ {;-4#{|!*&*" -,/€

eh.'Q #
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